
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KEzuA

DINASPENDIDIKAN,KEPEMUDAAN,DANOI.,AHRAGA
KABUPATEN PURWORB"IO

PROVIilSI JAUTA TINGAH

PERATURAN BUPATI PURWORUO
NOMOR 

'7 
TAHUN 2'21

TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

BUPATI PURWORE.IO,

bahwa unhrk melaksanakan ketentrran Pasal 7

Peratrrran Daeratr Kabupaten h.rrurorejo Nomot t4
Tahun 2Ot6 'tentang Pembenhrkan dan Susunan
Perangkat DaeraL I(abupaten lurworejo
sebagaimana telatr diubatr dengan Peraturan
DaerIh I(abupaten Rrrworejo Nomor 1 Tatrun 2OLT

tentang Perubatran Atas Peraturan Qryrah
Ikbupiten Rrrworejo Nomor- 14 Tahun 2OL6

tentang Pembenturkan dan Susunan Perangkat
Daeratr I(abupaten Rrrworejo,'telah ditetapkal
Perahrran Bupati Punnrorejo Nomor 67 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,,-!\rgas
dan Ffrngsi, serta Tata Kerja Dinas Pbndidikan,
Kepemudaan aan Olatrraga Kabupaten hrrworejo;

bahwa denghn berlakunya Perattrran Menteri
PendayagUnaan Aparahrr dan Reformasi Birokrasi
Nomoi t7 tatrun 2O2L tentang Penyetaraan Jabatan
Administrasi ke Ddam Jabatan F\rngsional dan
Perattrran Menteri Pendayagunaan Aparatur dart
Reformasi Biiokrasi Nomor 25 Tatrun 2O2l tentang
Penyederhanaan Stnrkfur Organisasi Pada Instansi
Pemerintatr Untuk Penyederhanazrn Birokrasi, maka
Perahrran Bupati sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, sudatr tidak sesuai lagi sehingga perlu
diganti dengan menerbitkan Peraturan Bupati yang
barr;
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Mengingat

c. bahwa berdasarkan sebagaimana
dimaksud dalam hr:ruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Purworejo.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2,Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah (I-embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

telah diubah beberapa kali, teralrhir
denganUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O

tentang Cipta Kerja (kmbaran Negara Republik
Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor Ll4, Tambahan
Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2OL9 tentang
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Peranglat Daerah (kmbaran Negara
Repubtk Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 187,
Tambahan kmbaran Negara Republik lndonesia
Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2O2l tentarry
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2O21 Nomor 525);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2O2l tcntang
Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi
Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KER^'A DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN
OI.AHRAGA KABUPATEN PURIryORE.IO.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14
Tahun 2O16 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (kmbaran
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2O16 Nomor 14,
Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Purworejo
Nomor L4l sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1

Tahun 2Ol7 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Punrorejo Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Purworejo (lrmbaran Daerah
Kabupaten Purworejo Tahun 2Ol7 Nomor 1,
Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Purworejo
Nomor 1);

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Ralryat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Ruvorejo.
5. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, YmB selanjutnya

disebut DINDIKPORA, adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan
Olahraga Kabupaten Purworej o.

6. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, yang
selanjutnya disebut Kepala DINDIKPORA, adalah Kepala Dinas
Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo.

7. Sekretariat adalah Sekretariat pada DINDIKPORA.
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8. Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, yang
selanjutnya disebut Sekretaris DINDIKPORA, adalah Sekretaris
Dinas dan Olahraga Kabupaten
Purworejo.

9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada DINDIKPORA.
10. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada DINDIKPORA.
11. Subkoordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang diberikan

tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai
bidang tugasnya dalam suatu satuan ketja sebagaimana peraturan
perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi

12. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT, adalah unit
kerja pada DINDIKPORA yang melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada
Dinas.

13. Kepala Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disebut Kepala
UPT, adalah kepala unit kerja pada DINDIKPORA yang
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan
teknis penunjang tertentu pada Dinas.

14. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah.

l5.Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut
Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi
dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

16. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang
menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FI,.INGSI

Bagran Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

(1) DINDIKFORA berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.

(2) DINDIKPORA dipimpin oleh Kepala DINDIKPORA.
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Bagran Kedua
Tugas

Pasal 3

DINDIKPORA mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan
Daerah bidang pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan sesuar
dengan kewenangan Daerah, yang meliputi pendidikan sekolah dasar,
pendidikan sekolah menengah, pendidikan anak usia dini, pendidikan
non formal dan informal, serta kepemudaan dan

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan
tungsi:
a. perumusan kebiiakan teknis bidang pendidikan, kepemudaan dan

keolahragaan, yang meliputi pendidikan sekolah dasar,
sekolah menengah pertarna, pendidilran anak usia dini,
non formal dan pendidikan informal, serta kepemudaan dan

b. pen5rusunan dan pelaksanaan rencanadan program kerja bidang
dan yang meliputi

sekolah dasar,
anak usia dini,

sekolah menengah pertama,
pendidikan non formal dan pendidikan

informal, serta kepemudaan dan keolahragaan;
c.

d

e

dan
dan

teknis bidang
yang meliputi sekolah

dasar, sekolah pertama, anak
usia dini, pendidikan non formal dan pendidikan informal, serta
kepemudaan dan keolahragaan;

perizinan dan pelayanan umum bidang
dan yang meliputi

sekolah dasar,
anak usia dini,

sekolah menengah pertama,
pendidikan non formal dan pendidikan

informal, serta kepemudaan dan keolahragaan;
koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan

pihak lain di bidang dan
yang meliputi sekolah dasar, sekolah

pertama, anak usia dini, non
danformal dan serta
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f. pembinaan UPT dalam pelaksanaan teknis operasional dan /
kegiatan teknis penunjang tertentu;

ct monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap
pelaksanaan tugas-tugas bidang pendidikan, kepemudaan dan
keolahragaan, yang meliputi
sekolah menengah pertama,

sekolah dasar,
anak usia dini,

J.

non formal dan informal, serta dan

h. pengelolaan sarana dan prasarana olah raga milik Pemerintah
Daerah;

i. penyelenggaraankesekretariatan DINDIKPORA; dan
tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsi.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagran Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi DINDIKPORA, terdiri dari:
a. Kepala Dinas Dikpora;
b. Sekretariat;
c. Bidang Sekolah Dasar;
d. Bidang Sekolah Menengah Pertama;
e. Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal Dan

Pendidikan Informal;
f. Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan;
g. UPT;dan
h. Kelompok Jabatan

(2) Bagan organisasi DINDIKPORA sebagaimsla tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Bagian Kedua
Kepala DINDIKPORA

Pasal 6

Kepala DINDIKPORA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a
mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
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(1) Sekretariat
berada di bawah
DINDIKPORA.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

unsur pembantu Kepala DINDIKPORA,
dan jawab kepada Kepala

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (l) mempunyai
tugas penlnapan perumusan kebiia}an teknis dan

tugas Bidang secara terpadu, melayani dan
administrasi, yang meliputi perencanaan, ltrmrn,

keuangan, dan kepegawaian.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,
Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

penyiapan perumusan kebljakan teknis;a.
b.

c.

f.

tryas-tugas bidang secara
terpadu;
pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian

perencanaatn, evaluasi dan pelaporan;
d. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian

administrasi keuangan;
e. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian

administrasi umum dan kepegawaian; dan
tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepal,a

DINDIKPORA sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 10

(1) Susunan Organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1) terdiri atas:
a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan
b. Subbagian Keuangan;dan
c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

(2) Subbagian-subbagian selagaimana dimaksud pada ayat (f),
oleh seorang Kepal,a Subbagian yang

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
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Subbagian

Pasal 11

Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas
bahan perumusan dan melaksanakan kebiiakan teknis,

melayani dan administrasi bidang perlencanaan,
evaluasi dan pelaporan, yang meliputi koordinasi, penlrusunErn rencana
dan program, penganggar€Ln, pengelolaan sistem informasi, evaluasi
dan pelaporan di lingkungan DINDIKPORA, serta pelaksanaan tugas
kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas
jabatannya.

Pasal 12

Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan
dan melaksanakan kebljakan teknis, melayani dan
administrasi bidang keuangan, yang meliputi dan
pertanggungjawaban keuangan, verffikasi, pembukuan dan akuntansi
di Dinas, serta tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 13

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan
bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan
mengendalikan administrasi bidang umum dan kepegawaian, yang
meliputi administrasi kepegawaian, hukum, hubungan
masyarakat, organisasi dan tata laksana, ketatausahaan, rumah
tangga dan perlengkapan di lingkungan Dinas, serta pelaksanaan tugas
kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas

Bagian Keempat
Bidang Sekolah Dasar

Pasal 14

(1) Bidang Sekolah Dasar berkedudukan di bawah dan
jawab kepada Kepala DINDIKPORA.

(2) Bidang Sekolah Dasar dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

Bidang Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 14,
mempunyal tugas perumusan kebljakan teknis, membina,
melaksanakan, dan pada jenjang Sekolah
Dasar (SD) yang meliputi pengembangan siswa,sarana,

, serta pendidik dan tenaga kependidikan dasar.

I
t T

4 5. 6.
d

7

fr Y r +
ll

7IL
3.

{

prasarana, perizinan

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.56&t=9


Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimena dimaksud dalam Pasal 15,
Bidang Sekolah Dasar menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebljakan teknis,

dan pada jenjang Sekolah Dasar (SD) di
bidang kurikulum dan pengembangan siswa;

b. penyiapan perumusErn kebiiakan teknis,
dan pengendalian pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) di
bidang sarana, prasarana, dan perizinan;

c. penyiapan perumusan kebiiakan teknis,
dan pengendalian pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) di
bidang pendidik dan tenaga kependidikan;dan

d. pelaksanaan tugas kedinasan Lain yang diberikan oleh Kepala
DINDIKPORA sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 17

(1) Susunan Organisasi Bidang Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf c, terdiri atas Kelompok Jabatan

(2) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat
(1), dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta
pengelolaan kegiatan Bidang Sekolah Dasar, melalui penetapan
sebagai Sub Koordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya
dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sekolah Dasar.

(3) Su
a.
b.
c.

bkoordinator pada ayat (2) terdiri dari:
Subkoordinator Kurikulum dan Pengembangan Siswa;
Subkoordinator Sarana, Prasarana, dan Perizinan;dan
Subkoordinator Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

(4) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh
pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda
atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas
tambahan tugas dan pengelolaan
kegiatan sesuai dengan tugas masing masing.

Pasal 18

Subkoordinator dan Pengembangan Siswa mempunyai
tugas bahan perumusan dan melaksanakan kebiLjakan
teknis serta melakukan bidang dan
pengembangan siswa pada jeqiang pendidikan Sekolah Dasar (SD),
yang meliputi:
a. men5rusun renerna dan program kerja di bidang dan

pengembangan siswa pada pendidikan sekolah dasar;
b. menyiapkan bahan kebijakan operasional sekolah dasar sesuai

dengan kebljakan nasional dan provinsi;
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d.

c. menJrusun perencanaan operasional program sekolah dasar sesuai
dengan perencana:rn strategis tingkat provinsi dan nasional;

sosialisasi dan standar nasional pendidikan sekolah
dasar di tingkat kabupaten;

e. mengelola dan berbasis keunggulan
lokal pada pendidikan sekolah dasar;

f. menyiapkan bahan kebijakan penyediaan bantuan biaya siswa
pendidikan sekolah dasar;

g. melaksanakan koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum
tingkat satuan pendidikan pada pendidikan sekolah dasar;

h. melaksanakan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum
sekolah dasar;

i. melaksanakan sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar
kompetensi lulusan pendidikan sekolah dasar;

J . melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi im kurikulum
tingkat satuan pendidikan pada pendidikan sekolah dasar;

k. mengawasi pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pa.da
sekolah dasar;

l. menyelenggarakan ujian pada jenjang pendidikan sekolah dasar;
m. melaksanakan fasilitasi, monitoring, dan evaluasi

pelaksanaan ujian sekolah dasar di skala kabupaten
n. menyiapkan bahan kebijakan penyediaan biaya penyelenggaraan

sekolah dasar di skala kabupaten;
o. melaksanakan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis

pendidikan pada pendidikan sekolah dasar skaLa kabupaten;
p. melaksanakan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan

pada pendidikan sekolah dasar skala kabupaten;
q. melaksanakan supervisi dal fasilitasi sekolah dasar dalam

penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan
r. bahan dan koordinasi di bidang

siswa;manajemen kurikulum dan pengembangan
s. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala

Bidang Sekolah Dasar di bidang manajemen kurikulum dan
pengembangan siswa;

t. dan melaporkan tugas di bidang
kurikulum dan pengembangan siswa;dan

u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Sekolah Dasar sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 19

Subkoordinator Sarana, Prasarana, dan Perizinan tugas
bahan perumusan dan melaksanakan kebljakan teknis

serta melakukan pembinaan bidang sarana, prasarana, dan perizinan
pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD), yang meliputi:
a. men5rusun rencana dan program kerja di bidang sarana, prasarana,

dan perizinan pada pendidikan sekolah dasar.
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f.

b. menyiapkan usul pengadaan sarana pendidikan sekolah dasar;
c. membina penggunan dan

dasar;
d. men5rusun instrumen penilaian kualitas dan kuantitas sarana

Sekolah Dasar;
e. menyiapkan bahan kebiiakan pembangunan dan rehab gedrrng SD;

bahan bantuan bidang
sekolah dasar;

g. mengawasi pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana
sekolah dasar;

h. mengawasi pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana sekolah
dasar;

t. menyiapkan bahan kebijakan penyediaan biaya penyelenggaraan
sarana prasarana sekolah dasar di skala kabupaten;

j. memberikan izin pendirian serta pencabutan iiarr
pendidikan sekolah dasar berbasis keunggulan lokal;

k. ballan dan koordinasi di bidang
manajemen kurikulum dan pengembangan siswa;

l. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala
Bidang Sekolah Dasar di bidang manajemen kurikulum dan

srswa;
m. dan tugas di bidang

manajemen kr:rikulum dan pengembangan siswa;dan
n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Sekolah Dasar sesuai dengan tugas tugas jabatannya.

Pasal 2O

Subkoordinator Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas
bahan perumusan dan melaksanakan kebliakan teknis

serta melakukan pembinaan bidang pendidik dan tenegia kependidikan
pada Sekolah Dasar, yang meliputi:
a. men5rusun rencana dan program kerja di bidang pendidik dan

tenag. kependidikan pada Sekolah Dasar;
merencanakan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan

Sekolah Dasar;
dan menempatkan pendidik dan

tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil untuk Sekolah Dasar;
pendidik dan tenaga

Pegawai Negeri Sipil pada Sekolah Dasar di kabupaten;
kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan

pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar;
menyiapkan bahan kebiliakan penyediaan biaya penyelenggaraan
pendidik dan tenaga dasar di skala

g. membina dan
Sekolah Dasar;

pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan

sarana pendidikan sekolah

satuan

b.

c.

d.

e.

f.
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h.

i.

j.

k.

l.

pemberhentian pendidik dan tenaga
Pegawai Negeri Sipil pada Sekolah Dasar, selain karena alasan
pelanggaran peraturan perundang-undangan;

bahan dan pelaksanaan koordinasi di bidang
pendidik dan tenaga

saran dan bahan kepada Kepala
Bidang Sekolah Dasar di bidang manajemen pendidik dan tenegp

dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang
manajemen pendidik dan tenaga kependidikan;dan
melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Sekolah Dasar sesuai dengan tugas tugas jabatannya.

BaSlan Kelima
Bidang Sekolah Menengah Pertama

Pasal 21

(1) Bidang Sekolah Menengah Pertama berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala DINDIKPORA.

(2) Bidang Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal22

Bidang Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada Pasal
21, mempunyai tugas perumusian kebljakan teknis,

dan pada
Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang meliputi
pengembangan siswa, sarana, prasarana, perizinan, serta pendidik dan
tenaga kependidikan sekolah menengah pertama.

Pasal 23

Datam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22,
Bidang Sekolah Menengah Pertama menyelenggaral<an fungsi:
a. penyiapan perumusan kebljakan teknis, pembinaan, pelaksanaan,

dan pengendalian pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) di bidang
kurikulum dan pengembangan siswa;

b. penyiapan perumusan kebijakan, pembinaan, pelaksanaan, dan
teknis pada Sekolah Menengah Pertama (SMP), di

bidang sarana, prasarana, dan perizinan;
c. penyiapan perumusan kebljakan, pembinaan, pelaksanaan, dan

teknis pada Sekolah Menengah Pertama (SMP), di
bidang pendidik dan tenaga kependidikan; dan

tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
DINDIKPORA sesuai dengan tugas dan fungsi.

d.

2
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Pasal24

(1) Susunan Organisasi Bidang Sekolah Menengah Pertama,
seSagaiman4 dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf d, terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolsan
kegiatan Bidang Sekolah Menengah Pertama melalui penetapan
sebagai Subkoordinator sesuai dengan nrang lingkup tugasnya dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sekolah Menengah
Pertama.

(3) Subkoordinator pada ayat(2) terdiri dari:
a. Subkoordinator Kurikulum dan Pengembangan Siswa;
b. Subkoordinator Sarana, Prasarana, dan Perizinan;dan
c. Subkoordinator Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

(4) Subkoordin4lol sslqgairnana dimaksud pada ayat (3) diiabat oleh
pejabat fi.rngsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda
atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas
tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan
kegiatan sesuai dengan tugas masing masing.

Pasal 25

Kurikulum dan Pengembangan Siswa
tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan
teknis serta melakukan bidang dan
pengembangan siswa pada Sekolah Menengah Pertama (SMP), yang
meliputi:
a. men5rusun rencana dan program kerja di bidang kurikulum dan

pengembangan siswa pada pendidikan sekolah menengah pertama;
b. bahan kebijakan operasional sekolah

menengah pertama sesuai dengan kebiiakan nasional dan provinsi;
c. menlrusun perencanaan program sekolah

menengah pertama sesuai dengan perencanaan strategis tingkat
provinsi dan nasional;

d. melaksanakan sosialisasi dan standar nasional pendidikan sekolah
menengah pertama di tingkat kabupaten;

e. mengelola dan penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan
lokal pada pendidikan sekolah menengah pertama;

f. menyiapkan bahan kebiiakan penyediaan biaya penyelenggaraan
sekolah menengah pertama di skala kabupaten;

g. melaksanakan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum
sekolah menengah pertana;

h. membantu pelaksanaan ujian nasional;
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i. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi
pelaksanaan ujian Sekolah Menengah Pertama (SMP), slela
kabupaten;

j. melaksanakan evaluasi pengelola, s€Ltuan, jalur, jenjang, dan jenis
pendidikan pa.da pendidikan sekolah menengah pertama skala
kabupaten;

k. melaksanakan evaluasi pencapa.ian stsndar nasional pendidikan
pada pendidikan sekolah menengah pertama skala kabupaten;

l. melaksanakan supenrisi dan fasilitasi satuan pendidikan sekolah
menengah pertama dalam penjaminan mutu untuk memenuhi
standar nasional pendidikan;

m. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi di bidang
manqjemen kurikulum dan pengembangan siswa;

n. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala
Bidang Sekolah Menengah Pertama di bidang man4iemen
kurikulum dan pengembangan siswa;

o. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang
manajemen kurikulum dan pengembangan siswa;dan

p. melaksanakan tugas kedinasan l,ain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan tugas
jabatannya.

Pasal 26

Subkoordinator Sarana, Prasarana dan Perizinan mempunyai tugas
menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis
serta melakukan pembinaan bidang sarana, prasarana dan perizinan
pada Sekolah Menengah Pertama (SMP), yang meliputi:
a. men5rusun rencana dan program ke{a di bidang sarana, prasarana,

dan perizinan pada sekolah menengah pertama;
b. menyiapkan usul pengadaan sarana prasErrana pendidikan sekolah

menengah pertama;
c. membina penggunan dan pemeliharaan sarana prasarana

pendidikan sekolah menengah pertama;
d. menyusun instrumen penilaian kualitas dan kuantitas sarana

prasarana Pendidikan sekolah menengah pertama;
e. menyiapkan bahan kebiialan pembangunan dan rehab gedung

sekolah menengah pertama;
f. menyiapkan bahan keb[iakan penyediaan biaya penyelenggaraan

sarana prasarana sekolah menengah pertama skala kabupaten;
g. menyiapkan bahan rekomendasi pemberian bantuan bidang

sekolah menengah pertama;
h. mengawasi pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana

pendidikan sekolah menengah pertama;
i. mengawasi pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana

pendidikan sekolah menengah pertama;
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j. mengawasi penggunaan buku pelajaran sekolah
pertama;

k. memberikan lzarr pendirian serta pencabutan izira satuan
pendidikan sekolah menengah pertama berbasis keunggulan lokal;

l. bahan dan koordinasi di bidang

m.
manajemen sarana, prasarana dan perizinan;
menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala
Bidang Sekolah Menengah Pertama di bidang manajemen sarana,
prasarana dan perizinan;

dan tugas di bidangn.

b.

manajemen sarana, prasarana dan perizinan;dan
o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan tugas

Pasal27

Subkoordinator Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas
menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebliakan teknis
serta melakukan pembinaan bidang pendidik dan tenaga
pada Sekolah Menengah Pertama (SMP), yang meliputi:
a. menJrusun rencana dan program kerja di bidang pendidik dan

tenaga kependidikan pada sekolah menengah pertama;
kebutuhan pendidik dan tenega kependidikan

sekolah menengah pertama;
c. menempatkan pendidik dan tenaga kependidikan Pegawai Negeri

Sipil untuk sekolah menengah pertsma;
d. memindahkan pendidik dan tenqga kependidikan Pegawai Negeri

Sipil pada sekolah menengah pertama di kabupa.ten;
e. kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan

pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
f. menyiapkan bahan kebijakan penyediaan biaya penyelenggaraan

pendidik dan tenegF kependidikan sekolah menengah pertama
skala kabupaten;

g. membina dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan
sekoLah menengah pertama;

h. mengusulkan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan
Pegawai Negeri Sipil pada sekol,ah menengah pertama, selain karena
alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan;

bahan dan koordinasi di bidang
manajemen pendidik dan tenaga kependidikan;

1.

J.

k.

saran dan bahan kepada Kepala
Bidang Sekolah Menengah Pertama di bidang manajemen pendidik
dan tenaga kependidikan;

dan tugas di bidang
manajemen pendidik dan tenaga kependidikan;dan
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l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Sekolah
jabatannya.

Pertama sesuai dengan hrgas

Keenam
Bidang Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 28

(1) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan
Informal berkedudukan di bawah dan

jawab kepada Kepala DINDIKPORA.

(2t Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan
Pendidikan Informal dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 29

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan
Informal se dimaksud pada Pasal 28,

mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebliakan teknis, membina,
dan bidang pendidikan anak usia dini,

non formal dan meliputi
pendidikan dan pengembangan anak usia dini,
dan kursus pelatihan, serta pendidik dan tenoga kependidikan.

Pasal 3O

Dal,am melaksanakan tugas seb'gaimana dimaksud dalam Pasal 29,
Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan

Pendidikan Informal menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,

dan pengendalian di bidang pendidikan dan pengembangan anak
usia dini;

b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,
dan pengendalian di bidang pendidikan masyarakat dan kursus

c penJrraparn perumusan kebijakan teknis, pembinaan,
dan di bidang pendidik dan tenaga
anak usia dini, non formal dan

tugas kedinasan Lain yang diberikan oleh Kepala
DINDIKPORA sesuai dengan tugas dan fungsi.

d.

Pasal 31

(1) Susunan Organisasi Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan
Non Formal dan Pendidikan Informal, dimaksud
dalam Pasal 5 Ayat (f) huruf d, terdiri atas Kelompok Jabatan
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(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan
kegiatan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non
Formal dan Informal melalui penetapan sebagai

sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia
Dini, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan lnformal.

(3) Subkoordinator pada ayat (21 terdiri dari:
a.
b.
c.

(a) Su

Subkoordinator Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini;
Subkoordinator Masyarakat dan Kursus Pelatihan;dan
Subkoordinator Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

bkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh

anak

pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda
atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas
tambahan tugas dan
kegiatan sesuai dengan tugas masing masing.

Pasal 32

Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini
mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan
kebijakan teknis serta melakukan bidang Pendidikan dan
Pengembangan Anak Usia Dini, yang meliputi:
a. menJrusun rencana dan program ket'a di bidang

usia dini;
b. men5rusun perencanaan operasional program pendidikan anak usia

dini sesuai dengan penencanaan strategis tingkat provinsi dan
nasional;

c. mengelola dan pendidikan anak usia dini;
penyelenggaraan pendidikan anakd. mengelola sa.rana dan prasarana

usia dini;
e. mengelola perizinan pendidikan anak usia dini;
f. menyesuaikan rencana dan program kerja kemitraan pendidikan

anak usia dini;
g. mengelola dan

@arentingl,
h. bahan kebijakan bantuan biaya

penyelenggaraan pendidikan anak usia dini;
i. melaksanakan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum

anak usia dini;
j. melaksanal<an sosialisasi dan fasilitasi tasi lmrikulum

tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini;
k. melaksanakan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis

pendidikan pada pendidikan anak usia dini skala kabupaten;
evaluasi pencapaian standar nasional

pada pendidikan anak usia dini skala kabupaten;
l.
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m. meLaksanakan supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan alak usia
dini dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional

n.

l.

manaJemen pendidikan dan pengembangan
o. saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal Dan
Pendidikan Informal di bidang manajemen
pengembangan anak usia dini;

p. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang
manaJemen pendidikan dan pengembangan anak usia dini;dan

q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan
Pendidikan Informal sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 33

Subkoordinator Pendidikan Masyarakat dan Kursus Pelatihan
mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan
keb[iakan teknis serta melakukan pembinaan bidang
masyarakat dan kursus pelatihan, yang meliputi:
a. men5rusun rencana dan program kerja di bidang

masyarakat dan kursus pelatihan;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang

Pendidikan Masyarakat, Kursus dan Pelatihan;
c. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi

keaksaraan dan pengembangan budaya baca,
pendidikan pemberdayaan perempu€rn, pendidikan keorangtuaan,

gender, kewirausahaan desa (I(WD) dan
pengelolaan desa vokasi di bidang pendidikan dal pendidikan
masyarakat lainnya;

d. kebliakan di bidang pembelajaran, peserta didik,
sarana dan prasarana, kelembagaan dan kemitraan pendidikan

kursus dan pelatihan;
e. memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan
f. memfasilitasi dan pemberian bimbingan teknis penerapan norrna

standar, prosedur dan kriteria pembelajaran, peserta didik, sarana
dan prasarana, kelembagaan dan kemitraan
masyarakat, kursus, dan pelatihan;

g. menyebarluaskan pedoman dan petunjuk pelaksanaan penyuluhan
dan pembinaan lembaga pendidikan masyarakat, kursus, dan
pelatihan;

h. menyiapkan bahan kebiiakan penyediaan bantuan biaya
pendidikan masyarakat, kursus, dan pelatihan;

mempersiapkan bahan izin penyelenggaraan/pendirian lembaga
kursus dan pelatihan;
menginvetarisasi tenaga teknis pembina pendidikan masyarakat,
kursus, dan pelatihan;

bahan dan koordinasi di bidang
anak usia dini;

dan

j.
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k. mempersiapkan pelaksanaan dan menilai hasil pembinaan lembaga
pendidikan masyarakat, kursus, dan pelatihan;

I. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan
program pembinaan lembaga pendidikan masyarakat, kursus, dan
pelatihan;

m. memfasilitasi usulan bantuan sarana prasarana guna peningkatan
pembinaan lembaga pendidikan masyarakat, kursus, dan pelatihan;

bahan dan pelaksanaan koordinasi di bidangn.

o.
manajemen pendidikan dan kursus pelatihan;

saran dan bahan
Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan
Pendidikan Informal di bidang manajemen
dan kursus pelatihan;

masyarakat

p. dan tugas di bidang
pendidikan masyaxakat dan kursus pelatihan;dan

q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan
Pendidikan Informal sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 34

Subkoordinator Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas
menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebiiakan teknis
serta melakukan bidang pendidikan pendidik dan tenaga
kependidikan, yang meliputi:
a. men5rusun rencana dan program kerja di bidang pendidik dan

tenaga kependidikan anak usia dini, non formal dan informal;
b. bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pendidik

dan tenaga kependidikan anak usia dini, non formal dan informal;
c. melaksanalan pemberian penghargaan dan perlindungan pendidik

dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal
dan Informal;

d. bahan penyusunan pnogram kualifikasi,
tunjangan fungsional, tunjangan kesejahteraan guru Wiyata Bakti
dan sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak
Usia Dini, Non Formal dan Informal;

e. melaksanakan dan memfasilitasi proses penelitian berkas sertifikasi
pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan kesejahteraan
guru wiyata bakti dan tunjangan fungsional guru wiyata balrti dan
non wiyata ba.kti Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan
Informal;

prc,ses angka kredit dan
tenagz kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan
Informal;

g. memfasilitasi dan
penilaian kineda pendidik dan tenaga
Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal;

f.

kepada Kepala

karier dan
Pendidikan
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h.

l.

m.

n.

bahan kebliakan penyediaan bantuan biaya
penyelenggaraan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan
Anak Usia Dini;

i. menyiapkan bahan rekomendasi izin belajar /keterangan belajar
pendidik dan tenaga kependidikan (fungsional) tenaga kependidikan
Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal;

j. memberi masukan tentang mutasi pendidik dan tenaga
kependidikan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Non
Formal dan Informal;

k. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Pendidik dan Tenaga
Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal

dan Pendidikan Informal;
bahan dan koordinasi di bidang

manajemen pendidik dan tenaga kependidikan;
menyampa.ikan saran dan bahan pertimbangan kepada KepaLa
Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan

Informal di bidang manajemen pendidik dan tenaga

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang
manajemen pendidik dan tenaga kependidikan;dan

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan
Pendidikan Informal sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagran Ketujuh
Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan

Pasal 35

(1) Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala DINDIKPORA.

(2) Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan dipimpin oleh Kepala
Bidang.

Pasal 36

Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada
perumusan kebiiakan teknis,Pasal 35,

membina,
tugas

melaksanakan, dan mengendalikan bidang kepemudaan dan
olahraga yang meliputi kepemudaan, kepramukaan, dan keolahragaan.
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Pasal 37

Dalam melaksanakan tuga.s sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36,
Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan penrmusan kebijakan teknis, pembinaan,

dan pengendalian di bidang kepemudaan dan kepramukaan;
b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,

dan pengendalian di bidang keolahragaan
c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan,

dan pengendalian di bidang sarana dan prasarana kepemudaan dan

d. tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
DINDIKPORA sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 38

(1) Susunan Organisasi Bidang Kepemudaan dan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf d, terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Kelompok Jabatan F ungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan
kegiatan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan melalui penetapan
sebagai Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan

jawab kepada Kepala Bidang dan

(3) Subkoordinator pada ayat (21terdiri dari:
Subkoordinator Kepemudaan dan Kepramukaan;
Subkoordinator Keolahragaan;dan

Sarana dan Prasarana dan

(4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diiabat oleh
pejabat fungsional dengan jenjang sektrrang-kurangnya ahli muda
atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas
tambahan tugas dan
kegiatan sesuai dengan tugas masing masing

Pasal 39

Subkoordinator Kepemudaan dan Kepramukaan mempunyai tugas
menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebliakan teknis
serta meLakukan pembinaan bidang Kepemudaan dan kepramukaan,
yang meliputi:
a. men5rusun nencana dan program kerja di bidang kepemudaan dan

bahan perumusan kebiiakan teknis di bidang
kepemudaan dan kepramukaan;
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c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan
dan kepramukaan;

d. menginventarisasi tenaga teknis, sarana pembinaan di bidang
kepemudaan dan kepramukaan

e. dengan instansi terkait mela-ksanakan pencegahan
penanggulangan kenakalan kepemudaan dan pelajar;

f. dengan instansi terkait membina,
melatih, mengarahkan, mengendalikan kegiatan kepemudaan dan

dalam rangka pembentukan pribadi patriotik,
berwawasan nasional dan aktif dalam bela negara;

g. pelaksanaan dan menilai hasil
pembinaan kegiatan kepemudaan dan kepramukaan;

h. penyiapan bahan keb[jakan penyediaan bantuan biaya
penyelenggaraan kepemudaan dan kepramukaan;

i. memelihara dan meningftatkan kerjasama dengan instansi terkait
dan organisasi masyarakat yang bergerak di bidang kepemudaan
dan kepramukaan;

j. koordinasi di bidang
marnaJemen kepemudaan dan kepramukaan;

saran dan bahan kepada Kepala
Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan di bidang manajemen

dan
dan tugas di bidang

manalemen dan
m. melaksanakan tugas kedinasan Lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan sesuai dengan tugas

Pasal 4O

tugas bahan
perumusan dan melaksanakan kebliakan teknis serta melakukan
pembinaan bidang keolahragaan, yang meliputi:
a. men5rusun rencana dan program kerja di bidang keolahragaan;

bahan perumus€rn kebljakan teloeis di bidang

bahan dan

pelaksanaan

k.

l.

b.

f.

h.

c. menlrusun pedoman dan melaksanakan dan
pembinaan olahraga prestasi, olahraga pendidikan dan olahraga
rekreasi;

d. menginventaris tenaga teknis olahraga;
e. mempersiapkan pelaksanaan kegiatan pembinaan keolahragaan

dan evaluasi hasil
pembinaan olahraga;

g. bersama bidang terkait melaksanakan dan memfasilitasi lomba
pekan olahraga;

bahan kebiiakan bantuan biaya
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i. bersama instansi terkait membina, membimbing, mengarahkan,
mengendalikan, memotivasi semangat dalam memasyarakatkan
olahraga dan mengolahragakan masyarakat;

j. membina organisasi keolahragaan daerah;
k. melaksanakan dan memfasilitasi pemberian bea siswa prestasi

olahraga;
l. memelihara dan kerjasama dengan instansi terkait

dan organisasi masyarakat yang bergerak di bidang olahraga;
m. bahan dan pelaksanaan koordinasi di bidang

manaJemen
n. menyampaikan saran dan bahan pertimbargan kepada Kepala

Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan di bidang manajemen
keolahragaan;

o. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang
manajemen ;dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan sesuai dengan tugas
jabatannya.

Pasal 41

Subkoordinator Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan
mempunyai tugas bahan perumusan dan melaksanakan

teknis serta melakukan pembinaan bidang sarana dan
prasarana Kepemudaan dan keolahragaan, yang meliputi:
a. men5rusun nencana dan program kerja di bidang sarana dan

prasarana Kepemudaan dan keolahragaan;
b. menyiapkan usul pengadaan sa.rana dan prasarana kepemudaan

dan keolahragaan;
c. membina penggunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana

Kepemudaan dan keolahragaan;
d. melaksanakan fasilitasi sarana prasarana

e. menilai kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Kepemudaan
dan keolahragaan

f. memberikan izin penggunaan sartula prasar€rna kepemudaan dan
keolahragaan;

g. menyiapkan bahan kebijakan pembangunan dan rehab sarana dan
prasarana Kepemudaan dan keolahragaan;

h. menyiapkan bahan rekomendasi pemberian bantuan bidang sarana
dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan
mengawasr pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana
kepemudaan dan keolahragaan;
mengawasr bantuan sarana dan prasarana

dan
k. bahan dan koordinasi di bidang

manajemen sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan

dan

l.

j
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l. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala
Bidang dan Keolahragaan di bidang manajemen
sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan;

m. dan tugas di bidang
manajemen sarana dan prasararna dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang dan sesuai dengan tugas
jabatannya.

Bagian Kedelapan
UPT

Pasd42

(1) Untuk melaksanakan tugas teknis
teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas
UPT.

Pasal 43

(3) Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja UPT sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 44

(1) Pejabat Fungsional berkedudukan sebagai pel,aksana teknis
fungsional pada DINDIKPORA.

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung
kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator,
atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan
pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

(3) Kedudukan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan
fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), diatur sesuai ketentuan
undangan.

dan atau tugas
dapat dibentuk

l2l UPT sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT
yang berada di bawah dan bertanggungiawab Kepala
DINDIKPORA.
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(s) Pembinaan
pada ayat (
undangan.

dimaksud
peraturan perundang-

Subbagian,
dalam

Subbagian,
Fungsional

dan

Laporan

Pasal 45

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan- fungsi sesuai
dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan

BAB IV

TATA KER.'A

Pasal 46

Pasal 47

Pasal 48

Pasal 49

(1)

(2) DINDIKPORA, Sekretaris, KePala Bidang, Kepala
Kepala UPT dan Kelompok Jabatan

waJ ib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan
sertajawab pada atasan

tepat waktu.
25
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(3) Dalam laporan masing-masing kepada atasan,
tembusan laporan dapat kepada satuan organisasi
lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala DINDIKPORA, Sekretaris,
Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, Kepala UPT dan
Kelompok Jabatan dari bawahan, dapat diolah dan

sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan
dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 5O

Jenjang jabatan dan serta kepegawaian diatur sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Kepala DINDIKPORA, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian,
Subkoordinator, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan
diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

sesual

(1) DINDIKPORA wajib menrusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan
aparatur sipil negara berdasarkan analisis jabatan dan analisis
beban kerja.

(2) Menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan aparatur sipil
negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per I (satu) tahun
berdasarlran prioritas kebutuhan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Pada saat PeratLrran Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang diangkat di
lingkup DINDIKPORA berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor
67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Purworejo, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai
dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
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BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan
Bupati Purworejo Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, 'I\rgas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupa.ten Purworejo,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Semua ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan, susunan
organisasi, tugas dan fi.rngsi serta tata kerja DINDIKFORA
Kabupaten Purworejo wajib mendasarkan dan menyesuaikan
pengaturannya dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
I(abupaten Punrorejo.

I

Pllstonkan di Punrrorejo
pada tanggal 23 grptcrb.r 2a21

BUPATI PURWORE^IO,q

f AGUS

Diundangfun di Purrrorejo
Pada tanggal 23 scDtcrb'r 2'21

f sexnererus o KABUPATEN PURWORE^IO,
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